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Model untuk mendapatkan minyak sawit
dari yurisdiksi berkelanjutan di Indonesia

Ringkasan

* Dengan meningkatnya tekanan dari konsumen, masyarakat sipil, serta peraturan,
perusahaan barang konsumen dan pelaku rantai pasokan lain semakin terdorong
untuk mendapatkan minyak sawit yang diproduksi secara legal dan bebas
deforestasi.

* Ruang lingkup sistem sertifikasi keberlanjutan yang terbatas berarti bahwa
langkah-langkah pelengkap untuk memverifikasi legalitas dan keberlanjutan
minyak sawit diperlukan.

* Pendekatan Terpercaya menawarkan solusi di tingkat kabupaten yang dapat
ditingkatkan untuk menilai keberlanjutan produksi komoditas sesuai dengan
indikator lingkungan hidup, sosial, ekonomi, dan tata kelola.

* Uraian singkat ini membahas cara sistem Terpercaya mengidentifikasi dan
mengurangi risiko deforestasi dan risiko legalitas, menyederhanakan keterlacakan,
membantu perusahaan dalam memenuhi persyaratan uji tuntas dan memfasilitasi
pengadaan (sourcing) secara berkelanjutan.



Upaya untuk mengurangi deforestasi dan degradasi lingkungan hidup akibat
produksi komoditas perkebunan membebankan tanggung jawab yang lebih besar
pada perusahaan barang konsumsi dan pelaku rantai pasokan lainnya untuk
memastikan bahwa komoditas yang dihasilkan adalah legal dan bebas deforestasi.
Perusahaan multinasional besar seringkali berada di posisi yang paling tepat untuk
mengidentifikasi dan mengurangi risiko deforestasi dalam rantai pasokan komoditas,
tetapi actor yang lain tidak selalu memiliki kemampuan untuk untuk melakukan hal
tersebut. Untuk menilai risiko, perusahaan perlu mengakses informasi tentang area
produksi sumber pasokan komoditas mereka (misalnya kebun atau konsesi), serta
tentang legalitas dan keberlanjutan produksi.

Dalam hal komoditas dengan rantai pasok yang kompleks dan memiliki banyak produk
turunan, seperti minyak sawit, perusahaan seringkali mengambil bahan dari banyak
sumber produsen individu melalui perusahaan perantara dan tautan rantai pasok
informal, sehingga keterlacakan menjadi sulit dan berbiaya tinggi. Untuk meyakinkan
perusahaan-perusahaan tentang keberlanjutan dan legalitas komoditas, telah dibuat
skema sertifikasi rantai pasok berkelanjutan seperti Roundtable on Sustainable

Palm Oil (RSPO) dan Indonesian Sustainable Palm Oil. Kendati demikian, mengingat
bahwa cakupan skema-skema tersebut adalah terbatas, diperlukan solusi yang saling
melengkapi, dapat diskalakan, dan hemat biaya.

Sejumlah pendekatan yurisdiksi terhadap produksi komoditas telah diusulkan
sebagai solusi skala besar untuk menciptakan insentif dan menunjukkan produksi
yang berkelanjutan dan inklusif dari semua komoditas dalam satu unit administratif
pemerintah tunggal. Yurisdiksi subnasional, seperti kabupaten, kotamadya, negara
bagian atau provinsi, mencakup seluruh wilayah dan hutan serta para produsen
komoditas di dalamnya. Oleh karena itu, keberlanjutan yurisdiksi menawarkan
peluang untuk meningkatkan secara substantif perlindungan lingkungan hidup dan
kesejahteraan sosial pada skala besar.

Yurisdiksi subnasional ! bersifat sangat heterogen dan manfaat serta tantangan
pendekatan yurisdiksi belum sepenuhnya diperhitungkan dalam model rantai pasok.
Manfaat dari pengambilan sumber bahan berdasarkan yurisdiksi dapat berupa, antara
lain, mengurangi biaya dalam pencapaian komitmen lingkungan hidup, sosial dan

tata kelola perusahaan; mengurangi biaya dan kompleksitas proses uji tuntas; dan
memberi insentif pada produksi berkelanjutan di seluruh yurisdiksi dan sektor.
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Dalam uraian singkat ini, pertama-tama dibahas tentang bagaimana sistem
Terpercaya dapat digunakan untuk memfasilitasi pengadaan (sourcing) preferensial
dari kabupaten yang berkelanjutan dan bebas deforestasi. Kedua, kami mencermati
cara bagaimana hal tersebut dapat membantu menunjukkan bahwa komoditas

yang bersumber dari kabupaten-kabupaten ini legal dan bebas deforestasi, dan
bagaimana dapat diberikan jaminan terkait pernyataan produksi legal dan bebas
deforestasi. Ketiga, kami membahas langkah-langkah pelengkap potensial untuk
menyederhanakan proses uji tuntas operator dan mempertahankan akses pasar bagi
produsen yang berkelanjutan dan bebas deforestasi yang berlokasi di yurisdiksi yang
tidak berkinerja baik.

Penggunaan
pendekatan
yurisdiksi dapat
membantu
memantau tingkat
risiko deforestasi
dan keberlanjutan
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Meskipun merupakan konsep yang relatif baru, jurisdictional sourcing
(pengambilan/pengadaan bahan sumber dari yurisdiksi) telah dibahas dalam
berbagai artikel. 2 Salah satu uraian jurisdictional sourcing di tahun 2016

adalah sebagai berikut:

"Perusahaan menilai akuntabilitas untuk memenuhi tujuan mereka pada skala
yurisdiksi, mungkin juga memasukkan sertifikasi yurisdiksi (sertifikasi semua
produksi dari yurisdiksi yang dinilai memenuhi standar apabila kriteria kinerja
skala yurisdiksi telah terpenuhi), dan mereka memilih untuk mengambil/
mengadakan setidak-tidaknya sebagian produk berdasarkan keberadaan dan
keberhasilan pendekatan yurisdiksi berbasis tempat."'?

Dalam diskusi yang berlangsung akhir-akhir ini jurisdictional sourcing
digambarkan sebagai berikut:

"Hibrida yang muncul akhir-akhir ini antara pendekatan yurisdiksi pengelolaan
penggunaan lahan dan strategi rantai pasok berbasis produsen atau sektoral

untuk memberikan insentif berbasis pasar untuk produksi komoditas bebas

deforestasi."" *

Dalam definisi terakhir, penekanan diberikan pada tindakan kolektif di antara
para produsen satu atau lebih komoditas, dan setelah semua produsen
memenuhi standar yang ditentukan, dimungkinkan adanya jurisdictional

sourcing:

"Kuncinya adalah bahwa para produsen di yurisdiksi tertentu terikat

bersama pada reputasi kolektif sehingga jika salah satu produsen terlibat
dalam deforestasi yang tidak diizinkan, seluruh yurisdiksi tersebut tidak lagi
disertifikasi. Secara teoritis, hal tersebut memberikan insentif bagi pemerintah
dan/ atau sesame produsen untuk mengembangkan kebijakan, menciptakan
"mekanisme pemulihan" dan melaksanakan perjanjian untuk menjaga reputasi

yurisdiksi mereka.'®
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Dalam uraian singkat ini, definisi-definisi ini dibangun melalui beberapa cara.
Pertama, kami menggunakan kabupaten Indonesia sebagai satuan untuk mengukur
kinerja sosial, lingkungan hidup, ekonomi dan tata kelola. Sistem tidak menentukan
cara suatu kabupaten meningkatkan kinerjanya, sehingga dimungkinkan adanya
inovasi dan pengelolaan adaptif di tingkat yurisdiksi. Kedua, kami tidak berpendapat
bahwa semua produsen berperilaku secara berkelanjutan dan bertanggung jawab,
atau berkontribusi secara setara terhadap kinerja yurisdiksi; kami berpendapat
bahwa hal ini seharusnya tidak merusak reputasi para pelaku yang telah melakukan
semua itu dengan baik. Sehubungan dengan itu, diusulkan cara agar perusahaan yang
menyebabkan kerusakan sosial atau lingkungan dikecualikan atau dimasukkan ke
daftar hitam.

Oleh karena itu, kami mendefinisikan jurisdictional sourcing sebagai berikut:

Pengambilan bahan dari sumber preferensial komoditas yang diproduksi

di yurisdiksi yang memenuhi serangkaian kriteria keberlanjutan dengan
mempertimbangkan informasi pelengkap relevan di tingkat produsen yang
diakui di pasar yang relevan dan informasi relevan lainnya tentang produsen.

Meskipun jurisdictional sourcing bergantung pada pengukuran keberlanjutan di
tingkat yurisdiksi, transaksi cenderung tetap dilakukan berdasarkan perusahaan-ke-
perusahaan. Sebagai contoh, dalam dokumen kerangka kerjanya untuk pendekatan
yurisdiksi terhadap sertifikasi, RSPO mengusulkan entitas (institusi) tingkat
yurisdiksi untuk sertifikasi. ¢ Dalam model ini, perusahaan berbagi tanggung jawab
kolektif, dengan dukungan dari pemerintah daerah yang menyediakan lingkungan
yang mendukung. Namun, perusahaan masih berdagang secara individu, yaitu,
berdasarkan perusahaan, koperasi atau usaha desa.

Di bagian berikutnya, kami membahas bagaimana sistem jurisdictional sourcing yang
diusulkan dapat membantu perusahaan memenuhi persyaratan pasokan komoditas
legal dan bebas deforestasi.
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Terpercaya: Memantau kinerja keber-
lanjutan dan mengidentifikasi risiko
di tingkat kabupaten

Memberikan insentif untuk keberlanjutan kabupaten

Platform data Terpercaya adalah instrumen untuk memantau kinerja kabupaten-
kabupaten di Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip lingkungan hidup, sosial,
ekonomi dan tata kelola, untuk mendukung transisi menuju keberlanjutan. Sebanyak
23 indikator tersebut mencerminkan dan menafsirkan unsur-unsur keberlanjutan
sesuai dengan kerangka hukum Indonesia, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB
dan Kontribusi Indonesian yang Ditentukan Secara Nasional berdasarkan Perjanjian
Paris. Dengan demikian, produksi komoditas yang berkelanjutan, legal, dan bebas
deforestasi dapat diukur dan dievaluasi di tingkat kabupaten melalui cara-cara yang
sah dan disepakati secara luas (Gambar 1).

Gambar 1: Keberlanjutan diukur di tingkat kabupaten

Deforestasi terkait Pemenuhan hak Sistem-sistem Tata Kelola
tanggal batas akhir asasi manusia yang menjamin adanya
produksi berkelanjutan

Tutupan hutan

¥

Sebagai sistem nasional yang didasarkan pada data yang dikumpulkan secara
sistematis pda tingkat kabupaten, Terpercaya memungkinkan identifikasi kabupaten
yang maju menuju dan mencapai keberlanjutan berdasarkan ambang batas yang
ditentukan. Indikator dapat memberikan informasi tentang risiko deforestasi dan/
atau ilegalitas terkait produksi komoditas, dan apakah terdapat perbaikan atau

tidak. Dengan demikian, sistem Terpercaya dapat memberikan insentif kepada
kabupaten-kabupaten untuk meningkatkan kinerja mereka sebagai sarana untuk
menarik investasi dan menarik pembeli yang mencari komoditas yang diproduksi
secara berkelanjutan, baik ketika permintaan didorong oleh ketentuan peraturan atau
komitmen perusahaan.
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Menyederhanakan uji tuntas

Dalam sebagian besar model tanggung jawab korporasi, pada akhirnya perusahaan,

baik pembeli komoditas hilir atau langsung, yang bertanggung jawab untuk memastikan
bahwa rantai pasokan mereka legal dan bebas deforestasi. Sejumlah perusahaan
multinasional memiliki sumber daya dan kemampuan untuk melakukan uji tuntas?
mengenai keberlanjutan dan legalitas budidaya, pemanenan dan ekstraksi. Namun, tidak
demikian halnya dengan sebagian besar perusahaan. Oleh karena itu, implementasi
proses uji tuntas secara luas berdasarkan peraturan yang diberlakukan di pasar global
dapat memperoleh manfaat dari informasi sumber pihak ketiga termasuk pemerintah,
entitas swasta, dan organisasi masyarakat sipil.

Platform data Terpercaya, sebagai sistem yang di-hosting pemerintah dan dapat diakses
secara publik, memiliki potensi untuk memberikan informasi kepada perusahaan tentang
deforestasi kabupaten dan risiko legalitas. Dalam hal risiko yang rendah, terdapat
persyaratan yang lebih longgar untuk informasi tingkat produsen sehingga sumber daya
dapat dialokasikan untuk meningkatkan uji tuntas dan dukungan perbaikan di wilayah
yang menghadirkan risiko terbesar. Pendekatan yang demikian juga dapat memberikan
kesempatan bagi petani independen di kabupaten berisiko rendah deforestasi untuk
mempertahankan akses ke rantai pasok minyak sawit berkelanjutan di mana, misalnya,
tantangan administratif dan/atau logistik mencegah adanya penyelesaian jangka pendek
atas masalah legalitas kepemilikan tanah petani kecil.

Menunjukkan bahwa
rantai pasokan
komoditas bebas
dari deforestasi
memerlukan akses
ke informasi untuk
menginfokan proses
uji tuntas

Foto: Freepik.com

Tanggung jawab geografis versus tanggung jawab kelompok

Berbaga upaya yang dilakukan saat ini untuk mempromosikan rantai pasok yang
berkelanjutan dan bertanggung jawab tidak hanya mempertimbangkan perusahaan
produsen dan wilayah produksi, tetapi juga praktik keberlanjutan perusahaan induk
dan afiliasi. Produsen yang disertifikasi menurut RSPO atau Forest Stewardship Council
(FSC), di antara berbagai skema sertifikasi lainnya, telah dimintai pertanggungjawaban
atas praktik anak perusahaan atau perusahaan afiliasi.® Akhir-akhir ini, keterlibatan
perusahaan induk di sektor lain seperti pertambangan, juga telah digunakan untuk
mempertanyakan pernyataan tentang keberlanjutan produksi komoditas pertanian.®
Meskipun ini menunjukkan promosi akuntabilitas yang lebih luas, hal ini dapat
mengurangi tindakan positif yang diambil di lokasi atau kontribusi tertentu untuk
produksi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab di tingkat yurisdiksi, dan oleh
karena itu, interaksi antara tanggung jawab geografis dan tanggung jawab kelompok
perlu didefinisikan lebih lanjut.

Inisiatif Terpercaya 11 - Model untuk mendapatkan minyak sawit dari yurisdiksi berkelanjutan di Indonesia



Sistem yang
didasarkan pada
keberlanjutan
tingkat yurisdiksi
dapat membantu
memastikan inklusi
pekebun kecil

Foto: Miguel Pinheiro,
CIFOR

Mengidentifikasi produsen berkinerja dan tidak berkinerja
dalam yurisdiksi berisiko tinggi dan rendah serta yurisdiksi
lainnya

Tidak ada jaminan bahwa setiap produsen (petani kecil, pemegang konsesi) atau
pelaku hilir (pabrik, pengolah) yang berada di kabupaten yang memenuhi ambang
batas berkelanjutan atau bebas deforestasi berproduksi dan akan terus memproduksi
komoditas secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Perusahaan yang mengambil
bahan dari sumber di kabupaten-kabupaten tersebut, terutama perusahaan hilir,
kemungkinan tidak memiliki informasi yang cukup tentang produsen individual

untuk membuat keputusan mengenai kepatuhan terhadap standar lingkungan

hidup dan sosial. Dalam hal ini pendaftaran perusahaan produsen dan perusahaan
hilir yang mematuhi dan tidak mematuhi standar lingkungan hidup dan sosial di

suatu kabupaten memainkan peranan. Pendaftaran yang demikian dapat didukung
oleh pemerintah kabupaten dan dipantau secara independen untuk memberikan
transparansi dan memperkuat akuntabilitas dan kredibilitas.

Sebaliknya, produsen yang bertanggung jawab dan berkelanjutan mungkin berada

di kabupaten yang tidak berisiko rendah. Produsen tersebut mungkin tidak memiliki
sumber daya atau kekuatan untuk memengaruhi keberlanjutan di seluruh kabupaten,
tetapi dapat diberikan akses ke rantai pasok yang berkelanjutan dan bebas
deforestasi berdasarkan sertifikasi dan/ atau informasi lain yang disepakati oleh
para pelaku rantai pasok dan sesuai dengan ketentuan peraturan. Dengan demikian
mereka mungkin memerlukan jalur lain untuk mengakui dan memberi insentif pada
keberlanjutan mereka. Kriteria dan bukti yang diperlukan harus disepakati oleh para
pelaku rantai pasok, dan langkah-langkah peraturan pendukung dapat diterapkan di
negara produsen dan/atau negara konsumen.
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Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Terpercaya dapat memfasilitasi
jurisdictional sourcing sebagaimana yang diuraikan di Gambar 2. Dalam model ini, para
operator melakukan uji tuntas yang disederhanakan di kabupaten-kabupaten berisiko
rendah yang teridentifikasi. Fleksibilitas platform data Terpercaya memungkinkan
dimasukkannya definisi-definisi khusus kabupaten berisiko rendah dan perusahaan yang
tidak berkinerja/masuk daftar hitam.

Mendefinisikan risiko rendah di tingkat kabupaten

Untuk tujuan pengadaan komoditas, sistem Terpercaya dapat mengidentifikasi kabupaten
risiko rendah dan kabupaten lainnya. Seiring waktu, tujuannya adalah untuk mendorong
semua kabupaten untuk memenuhi syarat sebagai kabupaten risiko rendah dengan
membangun visibilitas pasar sebagai pendorong perubahan positif. Sistem tersebut
memungkinkan kepada perusahaan menentukan tingkat risiko sosial dan lingkungan
hidup yang dapat diterima di tingkat nasional, provinsi atau kabupaten sesuai dengan
ambang batas yang ditetapkan untuk masing-masing indikator atau kelompok indikator.
Ambang batas dapat didasarkan pada ketentuan peraturan domestik dan komitmen
internasional, standar sertifikasi sukarela atau wajib, dan / atau kebutuhan individual
dari pembeli.

Tingkat risiko dapat didefinisikan pula sesuai dengan peraturan di pasar konsumen
global yang mengatur ketentuan uji tuntas untuk operator yang memasarkan produk

di pasar yang relevan. Berbagai tingkat risiko yang berbeda dapat dikaitkan dengan
berbagai tingkat uji tuntas diperlukan yang berbeda pula. Pengaturan yang demikian
dapat memberi insentif kepada kabupaten untuk meningkatkan kinerja dan mengurangi
risiko terkait indikator utama, sebagai contoh, mengenai deforestasi terkait komoditas.
Kemungkinan rumusan untuk kewajiban yang berbeda bersebut dibahas di bawabh ini.

Gambar 2. Usulan peran Terpercaya dalam memfasilitasi jurisdictional sourcing

Sourcing dalam Yurisdiksi

.. . Kabupaten-kabupaten yang
Persyaratan uji tuntas di

lain
bawah Terpercaya B
o 1 ., Beban pembuktian: Eerusahaan
harus memastikan bahwa
Daerah Risiko Rendah pemasok termasuk dalam

daftar putih kabupaten.

Masukan uji
Tidak ada beban pembuktian:

Perusahaan harus memastikan tuntas Cakupan daftar & keterlacakan
i kabupaten & keterlacakan: Semua

bahwa pemasok tidak termasuk ok termasak patan e
dalam daftar hitam daerah. 9 \ O pelaku uk petani kecil.

Tingkat pengungkapan kabupaten:

Cakupan daftar & keterlacakan
Pengungkapan secara penuh.

daerah: konsesi dan petani
perseorangan di atas ukuran
tertentu: -

. *konsep ‘daftar hitam’, ‘daftar putih’, ‘daftar daerah’, dan daftar
Tingkat pengungkapan kabupaten : pelaku yang d tasi’ akan didefinisikan sesuai
pengung ka pan Seba gi an, dengan persyaratan yang ditentukan berdasarkan berbagai
mengu ngka pka nh anya daftar pe laku kerangka pengaturan atau standar pasar

yang melakukan wanprestasi.
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Sumber informasi uji tuntas: daftar putih dan daftar hitam
kabupaten

Perusahaan perlu memberikan bukti tertentu untuk membuktikan bahwa pemasok
mereka memproduksi komoditas secara berkelanjutan. Tingkat pembuktian yang
diperlukan bervariasi dari satu lokasi ke lokasi yang lainnya. Di sini kami mengusulkan
bahwa di kabupaten berisiko rendah, perusahaan yang membeli dari kabupaten
tersebut hanya perlu menunjukkan bahwa pemasok tidak ada dalam daftar hitam
perusahaan. Sebaliknya, untuk kabupaten lain, perusahaan perlu menunjukkan bahwa
pemasok mereka ada dalam daftar putih kabupaten, yang mungkin memerlukan lebih
banyak tindakan untuk memastikan bahwa pemasok memberikan informasi yang
diperlukan atau membuat perubahan untuk masuk ke dalam daftar putih. Konsep
daftar hitam dan daftar putih secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut:

Daftar hitam kabupaten: Daftar yang disusun oleh pemerintah daerah
mengidentifikasi perusahaan yang tidak berkinerja sesuai dengan standar yang
diharapkan sehubungan dengan legalitas atau keberlanjutan. Daftar tersebut dapat
mencakup perusahaan yang terus membuka kawasan hutan di dalam konsesi mereka,
perusahaan yang memiliki konsesi yang tumpang tindih dengan kawasan hutan, atau
perusahaan yang saat ini terkena proses hukum pidana atau perdata. Daftar hitam ini
diperlukan di kabupaten yang didefinisikan sebagai risiko rendah.

Daftar putih kabupaten: Daftar yang disusun oleh pemerintah daerah
mengidentifikasi perusahaan yang mematuhi hukum dan berkinerja sesuai dengan
standar keberlanjutan yang relevan. Kabupaten diminta untuk membuat daftar putih
ketika kabupaten secara keseluruhan tidak diklasifikasikan sebagai risiko rendah.

Konsep-konsep tersebut akan memungkinkan upaya pelacakan disesuaikan dengan
profil kabupaten, yang bertujuan menyederhanakan uji tuntas: operator berisiko
dilacak di kabupaten berisiko rendah dan operator yang bertanggung jawab akan
dilacak di kabupaten yang lainnya.

Daftar/registri kabupaten

Secara ideal, kabupaten harus mendaftarkan semua produsen yang beroperasi

di dalam wilayahnya, termasuk produsen, pabrik, dan penghancur skala besar,
menengah dan kecil. Dalam praktiknya, data produsen tersebut terbatas, baik data
spasial maupun data yang lain, terutama data produsen skala kecil seperti petani

kecil swadaya. Tergantung pada tingkat risiko yang ditetapkan, akan diterapkan
persyaratan yang berbeda untuk kabupaten-kabupaten yang bersangkutan. Kabupaten
berisiko rendah hanya akan diminta untuk menyelenggarakan daftar perusahaan skala
menengah dan besar. Namun, kabupaten lain akan membutuhkan database yang
komprehensif termasuk petani kecil.

Tingkat pengungkapan

Meskipun semua kabupaten akan diwajibkan untuk menyelenggarakan daftar dan
data tentang produsen dan status kinerja mereka pada berbagai tingkatan, tingkat
pengungkapan publik yang diusulkan akan berbeda sesuai dengan status risiko.
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Kabupaten berisiko rendah hanya akan diminta untuk mempublikasikan daftar
perusahaan bermasalah (daftar hitam). Kabupaten yang lain akan diminta untuk
memberikan pengungkapan penuh tentang perusahaan yang beroperasi di kabupaten
yang bersangkutan dan kinerja mereka (termasuk daftar putih).

Kesimpulan

Sistem Terpercaya memberikan dukungan potensial bagi perusahaan untuk membuat
keputusan tentang pengadaan bahan dari sumbernya berdasarkan informasi yang
lebih baik dalam konteks adanya desakan yang semakin gencar untuk memastikan
bahwa komoditas adalah legal dan bebas deforestasi. |dentifikasi kabupaten berisiko
rendah dan mewajibkan uji tuntas yang lebih tinggi di kabupaten yang lainnya akan
dapat memberikan panduan kepada pembeli dalam membuat keputusan untuk
mengadakan bahan dari sumbernya (sourcing). Selain memberikan informasi kepada
para operator dalam melakukan uji tuntas, hal tersebut juga dapat memandu

mereka dalam memberikan dukungan bagi pemasok dan kabupaten tempat mereka
mendapatkan sumber komoditas.

Kendati demikian, perusahaan pemasok yang memiliki perkebunan di kabupaten yang
tidak dianggap berisiko rendah akan membutuhkan panduan yang jelas tentang cara
membuktikan keberlanjutannya. Bukti-bukti tersebut dapat didasarkan pada sistem-
sistem yang ada seperti ISPO dan RSPO, alih-alih menentukan persyaratan baru.
Akhirnya, penilaian risiko tersebut harus dipertimbangkan melalui lensa perbaikan
secara terus-menerus, di mana kabupaten yang berkomitmen memiliki kesempatan
dan diberi dukungan yang mereka butuhkan untuk meningkatkan kinerja keberlanjutan
mereka dan sebagai imbalannya menerima manfaat positif.

Sistem Terpercaya
merupakan salah
satu alat untuk
menginformasikan
risiko deforestasi
produksi komoditas
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